Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 188/248/HK/410.010.2/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17

Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, perlu

menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551}

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang  Kemudahan, Perlindungan dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam  Rangka  Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622};

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);
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15.

16.

17.

18.

19,
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6640);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah




20.

21,

22.

23.

24.
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dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1.57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
272);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 273);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

25.

26.

27.

28.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
885);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
denga Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7
tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2018 Nomor 6);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor
62);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan terdiri atas:

a.

Standar  Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Berbasis Risiko;

Standar  Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Berusaha Non KBLI; dan

Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Perizinan Nonberusaha Non KBLI .

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan




Walikota ini.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan perizinan di wilayah Kota
Blitar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 September 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

i

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/248/HK/410.010.2/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko

1. Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah Melalui Online
Single Submission (OSS)

2. Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah
Melalui Online Single Submission (OSS)

3. Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi Melalui Online Single Submission (OSS)

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Non KBLI

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Nonberusaha Non

KBLI

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD) Jalan

Izin pada Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Izin Titik Reklame Permanen

Izin Titik Reklame Insidentil

Izin Titik Lokasi PKL

Persetujuan Trayek

Izin Pendirian Pendidikan Formal dan Non Formal

Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

B BN PR RN

Izin Penggunaan Kebon Rojo, Aloon-Aloon, Taman Sentul dan Taman
Jaten

10. Izin Pemakaian Gedung untuk Kegiatan Khusus

11. Izin Pemakaian Gedung untuk Kegiatan Biasa

12. Izin pada Sektor Pertanian

13. Izin pada Sektor Kesehatan

14. Izin pada Sektor Lingkungan Hidup

15. Izin Usaha Parkir Swasta

16. Izin Usaha Kos-Kosan







Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 188/248/HK/410.010.2/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17

Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, perlu

menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618j;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam  Rangka  Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622j;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6640);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
LoF s

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 271};

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
272);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 273);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
885); _

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
denga Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7
tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun
2018 Nomor 6});

Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor
62);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan terdiri atas:

a.

Standar  Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Berbasis Risiko;

Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Berusaha Non KBLI; dan

Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Nonberusaha Non KBLI .

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan




Walikota ini.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan perizinan di wilayah Kota
Blitar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 September 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

[ ot

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/248/HK/410.010.2/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUF
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko

1. Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah Melalui Online
Single Submission (OSS)

2. Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah
Melalui Online Single Submission (OSS)

3. Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi dan
Tinggi Melalui Online Single Submission (OSS)

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Non KBLI

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Nonberusaha Non

KBLI

Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD) Jalan

Izin pada Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Izin Titik Reklame Permanen

Izin Titik Reklame Insidentil

Izin Titik Lokasi PKL

Persetujuan Trayek

Izin Pendirian Pendidikan Formal dan Non Formal

Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

Sl e B

Izin Penggunaan Kebon Rojo, Aloon-Aloon, Taman Sentul dan Taman
Jaten

10. Izin Pemakaian Gedung untuk Kegiatan Khusus

11. Izin Pemakaian Gedung untuk Kegiatan Biasa

12. Izin pada Sektor Pertanian

13. Izin pada Sektor Kesehatan

14. Izin pada Sektor Lingkungan Hidup

15. Izin Usaha Parkir Swasta

16. Izin Usaha Kos-Kosan







DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar
Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

013/410.113/S0OP/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022

Kepala DPMPTSP
Kota Blitar

Y

Heru Eko Pramono, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar
Operasional Prosedur

Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah
Melalui Online Single Submission (OSS)

DASAR HUKUM:

Elektronik;

Berbasis Risiko;

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara

5.  Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha

7.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4, Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan

3.  Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN
HMWMM Lembaga 0SS | KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan O‘ e e
1 ik
pengisian kelengkapan data melalui sistem 0SS NIK dan NPWP Akun OSS
Sesuai dengan
jenis perizinan
Memproses dan menerbitkan NIB sebagai perizinan berusaha yang
2 [tunggal untuk melakukan persiapan operasional Akun 0SS dimohon, Nomor Induk
komersil B berdasarkan Berusaha (NIB)
ketentuan
peraturan
perundang-
5 [Melakukan pencetakan NIB melalui sistem OSS secara _q Nomor Induk undangan mzﬁ,amwﬂuazmw
mandiri Q /e Berusaha (NIB) Qnoonmﬂ y

Total




KOTA BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar
Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

013/410.113/S0P/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022
Kepala DPMPTSP
Kota Blitar

J?

Heru Eko Pramono, 5.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Prosedur

Nama Standar Operasional|:

Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah
Rendah Melalui Online Single Submission (OSS)

DASAR HUKUM:

Elektronik;

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3.  Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara

5.  Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis

KUALIFIKASI PELAKSANA:
Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

m
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4

. Teliti, tekun dan berintegritas

Risiko;
7.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. ATK

SOP Pengawasan dan Pengendalian

2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.  Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan

3.  Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-
undangan

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha




PELAKSANA /| AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku Lembaga OSS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha
1 Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan A V NIK dan NPWP Akun OSS
pengisian kelengkapan data melalui sistem 0SS
Sesuai dengan
Memproses dan menerbitkan NIB sebagai perizinan T —— w@Emwﬂ.Mﬁﬁmb Nomor Induk Berusaha
2 [Jtunggal untuk melakukan persiapan operasional Staridar 2..”“.5 Mwmﬂm (NIB) dan Sertifikat
komersil S Y c“ﬁ Standar
eraasar
ketentuan
peraturan
Nomor Induk Berusaha perundang- Nomor Induk Berusaha

Melakukan pencetakan NIB melalui sistem OSS secara
mandiri

(NIB) dan Sertifikat
Standar

Total

undangan

(NIB) dan Sertifikat
Standar cetak




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Nomor Staddy Operastenal

TERPADU SATU PINTU Tanggal Pembuatan
KOTA BLITAR Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022

7 Juli 2022

25 Agustus 2022

6 September 2022

Kepala DPMPTSP
K itar

e

= i

Heru Eko Pramono, S.8TP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional
Prosedur

Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui Online Single
Submission (0SS}
1. Tingkat Risiko Menengah Tinggi

2. Tingkat Risiko Tinggi

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan
2.  Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 4. Teliti, tekun dan berintegritas
5. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko:
7.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK

SOP Pengawasan dan Pengendalian

2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2.  Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3.  Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha
yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan




PELAKSANA /| AKTOR MUTU BARU

URATACE ERGIAAN Telalkt | sistem 0SS [Dinas Teknis| DPMPTSP | KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan | e i
pengisian kelengkapan data melalui sistem OSS ﬂ . NIK dan NPWP Alnn. 055
| |
“, w Nomor Induk
Memproses dan menerbitkan NIB serta Sertifikat _ s X Alcun OSS Berusaha dan
Standar belum terverifikasi [ISm— Sertifikat Standar
belum terverifikasi
Melakukan verifikasi data persyaratan perizinan _ Nomor Induk
setelah pemohon mengupload kelengkapan ¥ Ya Nomeor Induk Bordsal
= & erusaha dan
persyaratan & Melakukan survey lapangan jika ¢ Berusaha dan Sertifikat Standar
diperlukan serta memberikan notifikasi kepada Sertifikat Standar CesveriElass dia
DPMPTSP terkait SS telah terverifikasi belum terverifikasi ;
Tidak S ; teknis
esual dengan
jenis perizinan
Memverifikasi pemenuhan persyaratan Sertifikat wma.ﬁ.mmﬁm. yang
Standart dan Mengirimkan notifikasi kepada pemohon | | | dimohon,
melalui sistem OSS yang menyatakan: Nomor Induk berdasarkan INomor Induk
+ Jika disetujui, maka sistem otomatis menerbitkan SS 1 Berusaha dan ketentuan Berusaha dan
terverifikasi AN\ Ya Sertifikat Standar peraturan Sertifikat Standar
« Jika kurang lengkap, maka sistem menyampaikan e s 1| terverifikasi dinas perundang-  |lterverifikasi dinas
permintaan untuk melengkapi kekurangan o | teknis undangan  |teknis dan DPMPTSP
» Jika ditolak, maka sistem menyampaikan penclakan i i “ _
Tidak i
m Nomor Induk
| Berusaha dan Nomor Induk
Menerbitkan NIB dan SS yang sudah diverifikasi 1T ~ | sertifikat Standar Berusaha dan
_ terverifikasi dinas sertifikat Standar
i teknis dan DPMPTSP
Nomor Induk
Melakukan pencetakan NIB dan SS yang sudah D |.;...,.!|_ MM“M“MMHMM Berusaha dan
diverifikasi melalui sistem OSS secara mandiri . Sertifikat Standar
Sertifikat Standar catak

Total




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Prosedur
TERPADU SATU PINTU Tanggal Pembuatan
KOTA BLITAR Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022

Kepala DPMPTSP
Kota Blitar

——

Heru Eko Pramono, S.8TP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional
Prosedur

Penerbitan Perizinan Berusaha Non KBLI melalui Online
Single Submission (0OSS)

DASAR HUKUM:

1.  Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.  Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4 MMHMEamb BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
ektronik;

5.  Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal:

6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

7.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4, Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3.  Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha
yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIAT.
AR ﬂﬂwmw Sistem OSS [Dinas Teknis| DPMPTSP | KELENGKAPAN WAKTU R
Mengajukan permohonan perizinan berusaha
1 |dan pengisian kelengkapan data melalui sistem . w NIK dan NPWP Alkun 0SS
0SS N
1 Nomor Induk
2 Memproses dan menerbitkan NIB serta Akun OSS Berusaha dan
Sertifikat Standar belum terverifikasi Sertifikat Standar
Eleac
Melakukan verifikasi data persyaratan perizinan
setelah pemohon mengupload kelengkapan Nomor Induk M«MBM“MWMM
3 persyaratan & Melakukan survey lapangan jika _Tidak Ya Berusaha dan Ser mm.wmn Standad
diperlukan serta memberikan notifikasi kepada - | S —— Sertifikat Standar cerverificast ditins
DPMPTSP terkait SS telah terverifikasi . belum terverifikasi e
Memverifikasi pemenuhan persyaratan _ ww.w.w..a.umF ﬂw..ﬂ.umhm..‘D
Sertifikat Standart dan Mengirimkan notifikasi | J o REpCREIRAE
- _ berusaha yang
kepada pemohon melalui sistem OSS yang _ : Nomor Indulk
menyatakan: _ Nomor Induk dimohon,
» N .. . . L\ sahad berdasarkan Berusaha dan
« Jika disetujui, maka sistem otomatis Tidak A Berusaha dan Kk Sertifikat Standar
4 Jmenerbitkan SS terverifikasi fo e N P Y Sertifikat Standar etentuan forverifikasi
» Jika kurang lengkap, maka sistem ) terverifikasi dinas ﬁﬂ“ﬂﬂwﬂw (disetujui/kurang
; ; : teknis i ;
menyampaikan permintaan untuk melengkapi undangan lengkap/ ditolak)

kekurangan
e Jika ditolak, maka sistem menyampaikan

Menerbitkan NIB dan SS yang sudah
diverifikasi

Nomor Induk
Berusaha dan
Sertifikat Standar yang
sudah disetujui

Melakukan pencetakan NIB dan SS yang sudah
diverifikasi melalui sistem 0SS secara mandiri

Nomor Induk
Berusaha dan
Sertifikat Standar
sudah terbit

Total

Nomeor Induk
Berusaha dan
Sertifikat Standar
sudah terbit

Nomor Induk
Berusaha dan
Sertifikat Standar
cetak




S~ Nomor Standar Operasional Prosedur
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KOTA BLITAR Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

Tanggal Pembuatan

013/410.113/S0P/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022

Kepala DPMPTSP
itar

Heru Eko Pramono, S.8TP
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

. |Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD) Jalan

DASAR HUKUM:
1.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Teliti, tekun dan berintegritas
5. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.
2.
3.

Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha
yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku | Front Office Kepala
i i KELENGEAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha (FO) Tim Teknls | DPMFISE | nowerse
; prd . . Formulir
Mengajukan permohonan perizinan, dilengkapi Kelengkapan
* dengan persyaratan yang telah ditetapk Jﬂ\ _ permohonan dan Permohonan perizinan
yang PRan A ._ Persyaratan P
| _ _‘ Kitsoghapan tanda terima dan
Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas _s_...[ g™ " dokumen perizinan yang
2 permohonan perizinan . m..muB.o H,ucamb dinyatakan lengkap dan
Tidak perizinan oy
Ya
tanda terima dan
5 |Melaksanakan Rapat Tim Teknis untuk | Ya dokumen perizinan Berita Acara Hasil Rapat
membahas perizinan yang telah diajukan & yang dinyatakan Tim Teknis
m lengkap dan sah
Melaksanakan x _ .
elak PEMTORESELL, SN,/ part pLitan Tidak | m Jumlah Retribusi dan
rancangan SK dan menyampaikan SK kepada Rancangan SK atau
4 |Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani B 4 Ya Berita Acara Hasil Surat Pemberitahuan
Menyampaikan Pemberitahuan Penolakan z = Rapat Tim Teknis S
e . ~ _ Penolakan Perizinan
Perizinan kepada Front Office untuk diteruskan i _ tau Perbaikan Berkas
kepada pemohon | _ A Ter
Tidak| _
! 1
| ! 5 Hari Kerja
5 Menyampaikan pemberitahuan kepada Surat Pemberitahuan 9 i oty
Pemohon/Pelaku Usaha bahwa perizinan ditolak SEe . ma ! Penolakan Perizinan
Melakukan penandatanganan SK dan vmx.;
6 menyampaikan SK yang telah ditandatangani — Jumlah Retribusi dan SK yang telah
kepada staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan : Rancangan SK ditandatangani
diteruskan kepada front office m u




memberikan pelayanan pembayaran retribusi
menggunakan scan barcode

Mengarsipkan SK Perizinan dan Menyampaikan = SK yang telah
SK kepada Front Office S (e | ditandatangani
Memberitahukan SK dapat diambil dan “ SK yang telah

| ditandatangani dan

nota pembayaran

Membayar Retribusi menggunakan scan barcode
dan mengambil SK di Front Office

Tanda Terima SK dan
Bukti Pembayaran

SK Perizinan telah
diarsipkan

Tanda Terima SK dan
Bukti Pembayaran

SK Perizinan diterima

Total

5 Hari Kerja




Nomor Standar Operasional Prosedur

HOTA BLITAR
: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU Tanggal Pembuatan
KOTA BLITAR Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

013/410.113/S0OP/2022

7 Juli 2022

25 Agustus 2022

6 September 2022

Kepala DPMPTSP

1\&@%}?

Heru Eko Pramono, 8.8TP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

Izin pada Sektor PUPR yang meliputi:
1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2., Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Menguasai tentang Online Single Submission
4. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 4. Teliti, tekun dan berintegritas

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
7 Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK

SOP Pengawasan dan Pengendalian

2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

15
2
3.

Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku Kepala OUTPUT
Usaha SIMBG  |Dinas Teknis| DPMPTSP DPMPTEP KELENGKAPAN WAKTU
NIK,
Sertifikat/Surat
. Pernyataan, PKKPR, Kelengkapan
1 Mengajukan permohonan perizinan n v ) N Jjin Lingkungan dari Permohonan
melalui SIMBG = 0SS, Gambar perizinan
Bangunan dari
Arsitek berlisensi
Melakukan pemeriksaan kelengkapan Ya dokumen
dokumen dan Melakukan ; Kelengkapan perizinan yang
2 |pemeriksaan kebenaran dokumen R 42 ] woawu.aobmb dinyatakan
rencana arsitektur, struktur, , _ perEiEa lengkap dan sah
mekanikal elektrikal, dan perpipaan _ Tidak _
i Surat
Melakukan perhitungan teknis dokumen perizinan Pemenuhan
retribusi, Melakukan pengesahan ) m yang dinyatakan Standar Teknis
3 |"Surat Pemenuhan Standar Teknis dan 73— lengkap, sah dan dan
Menetapkan retribusi dan | : sesuai ‘umlah /rincian
menampilkan pada SIMBG __ PBG - N/A JH _\ .
m Sertifikat Laik
Surat Pemenuhan : ;
Pelaku usaha melakukan pembayaran ,_n s Standar Teknis dan Pungel - mm He Tanda Bukt
4 |retribusi dan mengupload bukti pada S = Junrlaks [sionian Kerja Pembeyrn
SIMBG o w retribusi
m
_ Berkas izin,
Melakukan validasi pembayaran ¥ Tanda Bukti tanda bukti
5 |pemohon, verifikasi alhir dan = Pembayaran pembayaran,
pengesahan m w Kolom Verifikasi




Berkas izin, tanda

Melakukan centang pada checkbox di “ H Rancangan

menu Penyerahan Dokumen PBG _ bukti pembayaran, PBG xmm.m,

dalam sistem SIMBG = ;_.\ = Kolom Verifikasi

Mencetak PBG/SLF secara mandiri A w 1 Rancangan

melalui SIMBG PBG/SLF PBO/SLE cetak
Total 28 Hari Kerja




HOTA BLITAR
*

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar Operasional Prosedur
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022
7 Juli 2022

25 Agustus 2022
6 September 2022

Kepala DPMPTSP
Kota Blitar

v

Heru Eko MBR.E. S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

Izin Titik Reklame Permanen

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2.
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4.  Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Teliti, tekun dan berintegritas
5. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal;
6.  Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK

SOP Pengawasan dan Pengendalian 2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3.  Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku Front Office Tim Kepala KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usatia (FO) Teknis | CTMFTSP | hpMprsP
. : Formulir
1 Mengajukan permohonan perizinan, dilengkapi ﬁln'/ permohonan dan NnHmBm»nm%mH.u.
dengan persyaratan yang telah ditetapkan e/ Persyaratan Permohonan perizinan
m tanda terima, daftar
; : g _. Kelengkapan kelengkapan dan
9 Melakukan <¢5mw.m.9 dan Validasi berkas | | | | Permohonan dokumen perizinan
permohonan perizinan Tidak N perizinan yang dinyatakan
_ Ya lengkap dan sah
gmgwmbmwmm m.“u Rapat .H,H.bh .H@U.ﬁmﬁ aﬂb Bﬂmﬁwmbmwmb " tanda ferima; daftat
pemeriksaan lapangan. Apa erdapa m kel an dan ; :
3 ketidaksesuaian informasi data dengan kondisi Ya moﬂ”ﬂmwﬂmwﬂﬁgmb Rekomendasi dan Berita
lapangan akan diberikan pemberitahuan kepada e T | yang dinyatakan Acars Pembahaseo
Pemohon/Pelaku agar melakukan lengkap dan sah
penyesuaian/memenuhi kelengkapan data |
Tidak m
Melaksanakan pemrosesan izin, Pembuatan
Rancangan SK dan menyampaikan Rancangan SK Jumlah Retribusi dan
Wmﬁ.mmm Kepala U.wz.ﬂ,mmu untuk ditandatangani bagi Rekomendasi dan Rancangan SK atau
4 perizinan y: ang diterima atau 2 Ya Berita Acara Surat Pemberitahuan
Menyampaikan pemberitahuan kepada Front Office T T Pembahasan 9 Hari Kerja Perbaikan
untuk &Hﬁ.ﬂmw..wﬁ kepada Pemohon apabila Perizinan w Berkas/Penolakan Izin
perlu penyesuaian atau pemenuhan kelengkapan |
data u
m
. . Pemberitahuan
Menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon . Perbaikan ; i
5 |apabila Perizinan perlu penyesuaian atau pemenuhan = & .5 dak Y Berkas/Penoclakan Bemberitabagn Diterime
kelengkapan data Izin




Melakukan penandatanganan SK dan
|menyampaikan SK yang telah ditandatangani kepada
staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan diteruskan
kepada front office

Jumlah Retribusi
dan Rancangan SK

Memberikan pelayanan pembayaran retribusi
menggunakan scan barcode dan pengambilan SK

Mengarsipkan SK Perizinan dan Menyampaikan SK . L SK yang telah
kepada Front Office AT e ditandatangani
SK yang telah

ditandatangani dan
kuitansi pembayaran

Membayar Retribusi menggunakan scan barcode dan
mengambil SK di Front Office

Aplikasi Pembayaran

SK yang telah
ditandatangani

SK Perizinan telah
diarsipkan

Tanda Terima SK dan
Bukti Pembayaran

SK Perizinan diterima

Total

9 Hari Kerja




vy Nomor Standar
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Operasional Prosedur
TERPADU SATU PINTU i Pemb
KOTA BLITAR anggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022

Kepala DPMPTSP
Kota Blitar

Heru Eko Pramono, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar
Operasional Prosedur

1zin Titik Reklame Insidentil

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
4. Elektronik;

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha

5. Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
6. Berbasis Risiko;

7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission (0SS)
4, Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3.  Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha
yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO
URNAN SN Relakn | Fromt Siflee DPMPTSP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha {FO)
. .. . . Formulir Kelengkapan
1 Mengajukan @mnaoﬁcumhw perizinan, dilengkapi dengan 8 permohonan dan Permohonan
persyaratan yang telah ditetapkan P o
m ersyaratan perizinan
_ Kel o tanda terima dan
, |Melakulan Verifikasi dan Validasi berkas permohonan . o mumw 5. dokumen perizinan
perizinan Tidak e ang dinyatakan
; perizinan Y
Ya lengkap dan sah
; e teri d
Memproses dan memberikan izin dengan membubuhkan QMm“.HMmanMM&MMB 3 Hari Kerja Reklame yang telah
3 |tanggal berlakunya reklame pada tap reklame dan . stipdieprertalan diparaf dan distempel
disertai paraf serta stempel DPMPTSP : o mmﬁ% g g
Memberitahukan Reklame bisa diambil dan memberikan . Reklame yang telah Tanda Terima SK dan
7 lpelayanan pembayaran retribusi menggunakan scan | PR e diparaf dan Bukti Pembayaran
distempel -

barcode

Tanda Terima SK

8 ngwmwmu., Retribusi Bobmmcﬁm_nmb scan ,Umwn.o&o dan Dml[ dan Bukti Reklame diterima
mengambil Reklame yang telah diparaf dan distempel Pembayaran
Total 3 Hari Kerja




i DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Nomor Standar Operasional Prosedur
TERPADU SATU PINTU Tanggal Pembuatan
KOTA BLITAR i R

Tanggal Pengesahan

. [013/410.113/SOP/2022

;|7 Juli 2022
. |25 Agustus 2022
: |6 September 2022

Kepala DPMPTSP

— Ty

Heru Eko Pramono, 8.8TP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

. |Izin Titik Lokasi PKL

Ob o o

6.
7

DASAR HUKUM:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan
Mampu mengoperasikan komputer

Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
Teliti, tekun dan berintegritas

~all ol A

KET

ERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

i
2,
3.

Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku | Front Office Kepala
i i KELENGKAPAN WARKTU OUTPUT
Usaha (FO) DPMPTSP | Tim Teknis DPMPTSP
) . ) A v == ; Formulir Kelengkapan
i 1
1 WMMBM-MGMMb Mwwﬂmmwwvobmb ﬁb ﬁwﬂm&%ﬂ% » P permohonan dan Permohonan
gan persy yangte wen Persyaratan perizinan
X Kelengkapan tanda terima dan
Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas S FIRRE D dokumen perizinan
2 . . . Permohonan .
permohonan perizinan Tidak erizinan yang dinyatakan
P lengkap dan sah
Ya tanda terima dan
3 Menyerahkan berkas permohonan kepada Tim T !wm... it dokumen perizinan Surat pengantar
Teknis & yang dinyatakan berkas permohonan
lengkap dan sah
4 |Melaksanakan survei lapangan dan penentuan R > Berkas mmWMM”ﬂMMMMmb
terhadap obyek izin | Tidak permohonan . Pembahasan
8 Hari Kerja
Menginformasikan ketidaksesuaian data dengan _ Ya Informasi kepada
kondisi lapangan (pemohon berkewajiban . W Rekomendasi dan pemohon (jika tidak
5 |menyesuaikan data dengan kondisi lapangan) Hﬁm.bm 1 g | Berita Acara sesuai kondisi
Membuat SK dan menyampaikan kepada Kepala P Pembahasan lapangan) atau
DPMPTSP untuk ditandatangani Ya Rancangan SK
Melakukan penandatanganan SK dan
menyampaikan SK yang telah ditandatangani -2 SK yang telah
6 g ;
kepada staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan Rancangan SK ditandatangani
diteruskan kepada front office |
- [Mengarsipkan SK Perizinan dan Menyampaikan SK yang telah SK Perizinan telah
SK kepada Front Office < S ditandatangani diarsipkan
Memberitahukan kepada pemohon bahwa SK telah SK yang telah :
8 terbit ditandatangani Tanda lexma oK
; . . SK Perizinan
9 |Mengambil SK D LI Bukti Pengambilan diterima
Total 8 Hari Kerja




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar Operasional Prosedur
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022
Kepala DPMPTSP
Kota Blitar
l\\l\j
.o
Heru Eko Pramono, 8.5TP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

Persetujuan Trayek

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4, Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
Elektronik;

5. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission
(0S8)
4, Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. ATK
SOP Pengawasan dan Pengendalian 2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak

sesuai SOP maka pelayanan terlambat

3. Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku Front Office Dinas Kepala
Deabia (FO) " DPMPTSP DPMPTSP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Mengajukan permohonan | { = Y\l __ . :

| [perizinan, dilengkapi dengan | EMH”HN e Berkas Perizinan
persyaratan yang telah __ P ——————— lengkap
ditetapkan | k4

1
Melakukan Verifikasi dan X Kelengkapan

” Validasi berkas permohonan Tidak i WM.HWWMMH Berkas
perizinan serta membuatkan b d . Permohonan
tanda terima bagi pemohon Ya perman Perizinan
Mengirimkan berkas . e Braone b EE Surat

3 |permohonan kepada Dinas ) N —— Permohonan
Teknis - Rekomendasi
Melaksanakan rapat koordinasi m
dengan forum LLAJ untuk Tidak _ Surat Permohonan ;

4 |membahas permohonan izin g v~ S Rekomendasi dan MMMMM QHMMMM”
trayek dan memberikan \ berkas permohonan
rekomendasi Ya
Melaksanakan pemrosesan izin, |
pembuatan rancangan SK dan _
menyampaikan SK kepada v Ya
Kepala DPMPTSP untuk . LR Surat Rekomendasi —

5 |ditandatangani I R _ dan berkas _— il
Menyampaikan Pemberitahuan [ _ permohonan 32 Hari Kerja |
Penolakan Perizinan Wmmum.nmm, Tidak {

Front Office untuk diteruskan |
kepada pemohon w
|




. m _ Surat :

6 Menyampaikan Pemberitahuan Pemiberitabiiai moavmﬂnm#smﬁ
Penolakan Perizinan = f Benalaltus: Pekisiint Tersampaikan
Menandatangani SK dan 2 SK yang telah

7 |menyampaikan kepada - Rancangan SK ditandatanisn
DPMPTSP T
Mengarsipkan SK Perizinan dan SK yang telah SK Perizinan

8 |Menyampaikan SK kepada Front A. S ditandatangani telah diarsipkan
Office
Memberitahukan kepada .
pemohon bahwa SK sudah siap SK yang télsh Tanda Terima SK

9 |diambil dan melayani b ani dan bukti
pembayaran retribusi dengan pembayaran
ageade .

Mengambil SK di Front Office Tanda Terima SK SK Perizinan

10 Jdan membayar retribusi dengan U dan bukti diterima
scan barcode pembayaran

Total 32 Hari Kerja




HOTA BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar Operasional Prosedur
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022
Kepala DPMPTSP
Kota Blitar

1*)
&
Heru Eko Pramono, 8.8TP

Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

: |1. Izin Pendirian Pendidikan Formal dan Non

Formal (PNF)
2. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LKP)

1.

DASAR HUKUM:
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

Mampu mengoperasikan komputer

SOP Pengawasan dan Pengendalian

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Menguasai tentang Online Single Submission
4. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 4. Teliti, tekun dan berintegritas
5. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
7. Wmuwﬂcﬂmb Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK

2, Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.
2.
3.

Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan

perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

2 .
© VRS Pelaku | FrontOffice | Dinss | youpmign KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha (FO) Teknis
Mengajukan permohonan perizinan, Formulir
1 |dilengkapi dengan persyaratan yang telah AIIJ permohonan dan Berkas Perizinan
ditetapkan \I}I\ Persyaratan
Kelengkapan
Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas Selong tapen Berkas
2 o S (S Permohonan
permohonan perizinan : i Permohonan
Tidak 7 perizinan ..
Ya Perizinan
. Surat
DPMPTSP Mengirimkan permohonan CTETTRae MRS Surat Permohonan
3 A . . : Permohonan
rekomendasi kepada Dinas Teknis Rekomendasi .
Rekomendasi
Melaksanakan Survei atau Peninjauan N Surat
4 |Lapangan dan Mengeluarkan rekomendasi pe—— Surat Rekomendasi Rekomendasi
(diterima/ ditolak) beserta alasannya . _ diterima/ ditolak
_ “
Memproses izin, membuat SK dan _ . Y
menyampaikan SK pada Kepala DPMPTSP Surat Rekomendasi
5 |Menyampaikan pemberitahuan kepada Front Tidak .y dan berkas izin Rancangan SK
Office untuk diteruskan kepada Pemohon m lengkap
apabila Perizinan ditolak .”
7 Hari Kerja
6 Menyampaikan Pemberitahuan Penolakan “ﬁnmw
m.vﬂm.mNhﬂ.mHH ;;;;; -1 .Al e ENEa
Melakukan penandatanganan SK dan
- |menyampaikan SK yang telah ditandatangani Riticanigsn SK SK yang telah
ditandatangani

kepada staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan
diteruskan kepada front office




Mengarsipkan SK Perizinan dan SK yang telah
Menyampaikan SK kepada Front Office L 1 ditandatangani
Y
|
Memberitahukan kepada pemohon bahwa SK g ) - | SK yang telah
sudah siap diambil . ditandatangani

Mengambil SK di Front Office

Bukti Pengambilan

SK Perizinan telah
diarsipkan

Tanda Terima SK

SK Perizinan
diterima

Total

7 Hari Kerja




KOTA BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar Operasional Prosedur

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

013/410.113/S0P/2022
7 Juli 2022
25 Agustus 2022

6 September 2022
Kepala DPMPTSP

'\.\\\an
Heru Eko 3&..“.”.9 S.STP.

Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

Izin Penggunaan Kebon Rojo, Aloon-Aloon, Taman Sentul dan
Taman Jaten

KUALIFIKASI PELAKSANA:

SOP Pengawasan dan Pengendalian

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 4, Teliti, tekun dan berintegritas
4.  Elektronik;
Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
5. Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
6. Risiko;
7.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. ATK

2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1,
2
3.

Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha
yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan




Pelaku Front Office Tim Kepala
NO URAIAN KEGIATAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha (FO) Teknis | PFPMETSP | ppyprse
Mengajukan permohonan perizinan P Formulir permohonan
. . ’ P h
1 |dilengkapi dengan persyaratan yang telah x dan x&oﬁ%mmﬂﬂwgwﬂuo 8
ditetapkan i Persyaratan p
_ tanda terima dan
9 Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas S [ Kelengkapan dokumen perizinan yang
permohonan perizinan Tidak ; Permohonan perizinan dinyatakan lengkap dan
Ya sah
Melaksanakan Rapat Tim Teknis untuk tanda terima dan
3 membahas perizinan yang telah diajukan Ya dokumen perizinan Rekomendasi dan Berita
untuk kegiatan komersiil atau | =i yang dinyatakan Acara Pembahasan
mengundang massa lengkap dan sah
Melaksanakan pemrosesan izin,
wmnovtmﬂmb. rancangan SK dan Tidak . Jumlah Retribusi dan
menyampaikan rancangan SK kepada Ya Rekomendasi dan R
2 : . ) - : ancangan SK atau Surat
4 |Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani Berita Acara .
; : . Pemberitahuan Penolakan
Menyampaikan pemberitahuan kepada Pembahasan Perizinan
Front Office untuk diteruskan kepada
Pemohon bahwa perizinan ditolak .
Tidak | ; ;
S Hari Kerja

Menyampaikan pemberitahuan
kepadaPemohon bahwa perizinan ditolak

R

Surat Pemberitahuan

Melakukan penandatanganan SK dan
menyampaikan SK yang telah
ditandatangani kepada staf DPMPTSP
untuk diarsipkan dan diteruskan kepada
front office

—

Jumlah Retribusi dan
Rancangan SK

Tanda Terima

SK yang telah
ditandatangani




retribusi menggunakan scan barcode dan
pengambilan SK

Mengarsipkan SK Perizinan dan SK yang telah

Menyampaikan SK kepada Front Office A ditandatangani

Memberikan pelayanan pembayaran SK yang telah
ditandatangani dan

kuitansi pembayaran

Membayar Retribusi menggunakan scan
barcode dan mengambil SK di Front Office

Aplikasi Pembayaran

SK Perizinan telah
diarsipkan

Tanda Terima SK dan
Bukti Pembayaran

SK Perizinan diterima

Total

5 Hari Kerja




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Neos ke Oper aslofisy Frisediy

TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

: [013/410.113/s0P/2022

;|7 Juli 2022
;|25 Agustus 2022
. |6 September 2022
Kepala DPMPTSP
Kota Blitar
‘\Ij
e

Heru Eko Pramono, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

: |lzin Pemakaian Gedung untuk Kegiatan Khusus

yang terdiri atas:
1. Gedung Graha Patria

2. Gedung Kesenian

3. Gedung Olahraga Soekarno-Hatta, Lapangan
Tenis, Stadion Soeprijadi, dan GOR Sasana Krida

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara

4.  Elektronik;

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
5. Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
6. Risiko;

7.  Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Menguasai tentang Online Single Submission

(0SS)
4. Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2.  Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3. Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan




PELAKSANA /| AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku | Front Office Tim Kepala
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha (FO) Teknis DEMETSP DPMPTSP
Mengajukan permohonan perizinan, { T o Formulir Kelengkapan
1 ldilengkapi dengan persyaratan yang telah | 777 | permohonan dan Permohonan
ditetapkan r Persyaratan perizinan
,“\ tanda terima dan
ifikasi dasi A — e Kelengkapan dokumen
2 JMW_MMMMMM.@ SR ae Yall betican Tidak g Permohonan perizinan yang
P pe AR ’ va perizinan dinyatakan
_ lengkap dan sah
Melaksanakan Rapat Tim Teknis untuk | tanda terima dan ;
membahas perizinan yang telah diajukan _r I 18 _ dokumen perizinan mnw°3mbnm9 dan
3 2 i 5N ] : Berita Acara
untuk kegiatan komersiil atan _ yang dinyatakan Bemibali
mengundang masa _ lengkap dan sah
_ __
: |
Melaksanakan pemrosesan izin, Tidak _
pembuatan rancangan SK dan Jumlah Retribusi
menyampaikan SK kepada Kepala ’ dan Rancangan SK
DPMPTSP untuk ditandatangani |¥a sl e —— atau Surat
4 . 5 | S Berita Acara .
menyampaikan pemberitahuan kepada - Pembah Pemberitahuan
Front Office untuk diteruskan kepada Penolakan
Pemohon/Pelaku Usaha bahwa perizinan Perizinan
ditolak Tidak 5 Hari Kerja
. . : . Surat
5 Ewswmﬁmmhwg Pemberitahuan Penolakan 1 f [ 3 B +— Pemberitahuan Tanda Terima
izin kepada Pemohon Penolakan
Melakukan penandatanganan SK dan gty
mergrenpailan SK yung felab == | Jumlah Retribusi SK yang telah
6 |ditandatangani kepada staf DPMPTSP ) dan Passangan SE ditandat 5
untuk diarsipkan dan diteruskan kepada - 8
front office
|




Mengarsipkan SK Perizinan dan
Menyampaikan SK kepada Front Office

SK yang telah
ditandatangani

Memberikan pelayanan pembayaran
retribusi menggunakan scan barcode dan
pengambilan SK

SK yang telah

ditandatangani dan
kuitansi

pembayaran

Membayar Retribusi menggunakan scan
barcode dan mengambil SK di Front Office

Aplikasi
Pembayaran

SK Perizinan telah
diarsipkan

Tanda Terima SK
dan Bukti
Pembayaran

SK Perizinan
diterima

Total

5 Hari Kerja




g Nomor Standar Operasional
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Prosedur
SATU PINTU
KOTA BLITAR Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

013/410.113/50P/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022

Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional
Prosedur

Izin Pemakaian Gedung untuk Kegiatan Biasa yang terdiri
atas:

1. Gedung Graha Patria
2. Gedung Kesenian

3. Gedung Olahraga Soekarno-Hatta, Lapangan Tenis,
Stadion Soeprijadi, dan GOR Sasana Krida

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3.  Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4

Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara
Elektronik;

5. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

6.  Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;
7. _ Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4. Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3.  Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha
yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR MUTU BAKU

URAIAN KEGIATAN Pelaku | Front Office Kepala
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha (FO) DPMPTSP | ppmpTSP
. ; Formulir permohonan Kelengkapan
Mengajukan permohonan perizinan, dilengkapi [ s %mb mouﬁwwowmb
dengan persyaratan yang telah ditetapkan w Persyaratan perizinan

i

X tanda terima dan

Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas .Emmrzﬂ || e Kelengkapan norcﬂaﬁ perizinan

permohonan perizinan "  Ya “ Permohonan perizinan yang dinyatakan
lengkap dan sah

Z&M“Hbaﬁwwﬂb Mwwnnnowammb 5.? voﬂm‘mﬂ“ .E.M& o \4 ; Berita Acara Hasil Jumlah Retribusi dan

rancangan tn dan menyrmpaian K Repada ! i Rapat Tim Tekni Rancangan SK

Kepala DPMPTSP untuk ditandatangani o SpEtR el

Melakukan penandatanganan SK dan | 2 Hari Kerja

menyampaikan SK yang telah ditandatangani g Jumlah Retribusi dan m.ﬁ yang ﬁw&.

kepada staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan g — Rancangan SK ditandatangani

diteruskan kepada front office |

Mengarsipkan SK Perizinan dan Menyampaikan P SK yang telah SK Perizinan telah

SK kepada Front Office % =1 ditandatangani diarsipkan

?HmE_uaHm.ambswmb SK dapat diambil dan o . SK yang nm_n%a Parida Taidiia SK

memberikan pelayanan pembayaran retribusi s _ ditandatangani dan Bukii Pemsbayaran

menggunakan scan barcode S, o Geanas kuitansi pembayaran

_ .
Membayar Retribusi menggunakan scan DA T Hmmam HMHHMMMME SK Perizinan diterima

barcode dan mengambil SK di Front Office

Total 2 Hari Kerja




MOTA BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar Operasional Prosedur
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

013/410.113/S0P/2022
7 Juli 2022

1 |25 Agustus 2022

6 September 2022
Kepala DPMPTSP

\\WBW.._E}%H

Heru Eko Pramono, S8.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

: |lzin pada Sektor Pertanian yang meliputi:

Operasional Toko Obat Hewan

Operasional Depo Obat Hewan
Operasional Usaha Poultry Shop (PS)
Operasional Kios Daging

Izin Operasional Jagal

Izin Usaha Peternakan

Izin Klinik Hewan

iR LS o

I

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission (0SS)
4, Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3. Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan

perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

ERMAERIATAR Pelil | ot Ofttos Dins KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha (FO) Teknis
Mengajukan permohonan perizinan, dilengkapi hU\ |-|_ m,cmMHu:mWM 5 Kelengkapan
dengan persyaratan yang telah ditetapkan ‘I [ e Permohonan perizinan
§ i Persyaratan
_ Y — tanda terima dan
Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas L] - dokumen perizinan
it - Permohonan ;
permohonan perizinan Tidak orizi yang dinyatakan
BERERER lengkap dan sah
| Ya
— llv tanda terima dan tanda terima dan
Menyerahkan berkas permohonan kepada Dinas = dokumen perizinan dokumen perizinan
Teknis yang dinyatakan yang dinyatakan
lengkap dan sah | Izin Operasional lengkap dan sah
Toko Obat
Hewan, Izin
Melaksanakan rapat dan survey, kemudian tanda terima dan Operasional Rekomendasi dan
menyampaikan Rekomendasi perizinan baik dokumen perizinan Depo Obat Berita Acara
diterima, ditelak atau perlu perbaikan kepada yang dinyatakan Hewan, Izin Pembahasan
DPMPTSP Ya lengkap dansah | o, eragional
1 1 Usaha Poultry
2 . __ Shop (Petshop),
Memproses perizinan yang diterima (pembuatan | Izin Operasional | jumlah Retribusi dan
mep?onmbmmm“ MMMM”NW engajuan SK kepada Kepala Tidak ..é.. . Rekomendasi dan | Kios Daging - 6 | Rancangan SK atau
M. . ; _ £ Berita Acara Hari Kerja Surat Pemberitahuan
enyampaikan pemberitahuan kepada Front | . s
. ; _ Pembahasan Penolakan Perizinan
Office untuk diteruskan kepada Pemohon apabila Izin Operasional |atau Perbaikan Berkas
Perizinan ditolak atau perlu perbaikan m Jagal - 3 Hari
Kerja
b_\ Surat
. , Pemberitahuan
gnﬂ%muﬁm.m.bmmb Huwmn_umﬂﬂm._._cmb kepada Pemohon — Penolakan Tanda Terima
bahwa Perizinan ditolak . -
Perizinan atau
Perbaikan Berkas




Melakukan penandatanganan SK dan
menyampaikan SK yang telah ditandatangani
kepada staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan
diteruskan kepada front office

Jumlah Retribusi
dan Rancangan SK

dapat diambil

Mengarsipkan SK Perizinan dan Menyampaikan ] SK yang telah
SK kepada Front Office i ditandatangani
|
Memberitahukan kepada Pemohon bahwa SK . SK yang telah
— ditandatangani

Mengambil SK di Front Office

Tanda Terima SK

Izin Usaha
Pertenakan, Izin
Klinik Hewan - 7
Hari Kerja

SK yang telah
ditandatangani

SK Perizinan telah
diarsipkan

Tanda Terima SK

SK Perizinan diterima

Total

3-7 Hari Kerja







HOTA BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar Operasional Prosedur
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

- [013/410.113/S0P/2022
- |7 Juli 2022

: |25 Agustus 2022

: |6 September 2022

Kepala DPMPTSP

AW\‘)
Heru Eko Pramono, S.8TP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

: |lzin pada Sektor Kesehatan yang meliputi:

Praktik Bidan

Praktik Perawat

Praktik Refraksionis Optisen dan Optometri
Praktik Ortotis Protestis

Praktik Okupasi Terapis

Praktik Terapi Wicara

Praktik Tenaga Gizi

Praktik Perawat Anastesi

9. Praktik Tenaga Sanitarian

10, Praktik Perekam Medis

11. Praktik Fisioterapis

12. Praktik Radiografer

13. Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medik

14. Praktik Elektromedis

15. Praktik Terapis Gigi dan Mulut

16. Praktik Tenaga Kefarmasian

17. Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
18. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP

e Ll

IRT)




DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5. dan Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4, Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3. Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha
yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

No URAIAN KEGIATAN Pelaku | Front Office | ,p\pygp | Dinas Keopals KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha (FO) Teknis DPMPTSP
. w e Formulir permohonan
; |Mengajukan permohonan perizinan, dilengkapi . ﬁ Mmb Kelengkapan
dengan persyaratan yang telah ditetapkan iR _ PetsyaTaten Permohonan perizinan
Kelengkapan tanda terima dan
elen, s
Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas P e dokumen perizinan
4 izi Tidal L yang dinyatakan
permohonan perizinan Tidak perizinan ke H gl
e
Ya
tanda terima dan tanda terima dan
Menyerahkan berkas permohonan kepada dokumen perizinan Qagmmu perizinan
3 Dinas Teknis St 4 = yang dinyatakan yang dinyatakan
N _ lengkap dan sah lengkap dan sah
Melaksanakan rapat dan survey, kemudian . ( tanda terima dan Rekomendasi dan
" menyampaikan Rekomendasi dan Berita Acara Tidak 2 dokumen perizinan Herita Acara:
Pembahasan perizinan baik diterima atau : yang dinyatakan Pembahasan
ditolak kepada DPMPTSP _ _ Ya lengkap dan sah
m |
Memproses perizinan yang diterima (pembuatan _ o oo
rancangae, SK dary pecgnfiar S kepada epdte Tidak | X Rekomendasi dan g oh s
® Moms o i i T P Bérita.Acats Surat Ww.mnwﬂlgﬂmb
Menyampaikan pemberitahuan kepada Front m Petiibakissan i et ak
Office untuk diteruskan kepada Pemohon | [ Ya 1] Penolakan Perizinan
apabila Perizinan ditolak
[
6 | Menyampaikan Pemberitahuan kepada Surat wmavmlﬁ‘&wﬂmb Tanda Terima
Pemohon bahwa Perizinan ditolak —— — | Penolakan Perizinan
|
Melakukan penandatanganan SK dan g X o
- menyampaikan SK yang telah ditandatangani  — Jumlah Retribusi dan MN yang e&m.w.
kepada staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan Rancangan SK ditandatangani
diteruskan kepada front office




P Mengarsipkan SK Perizinan dan Menyampaikan SK yang ﬁg.
SK kepada Front Office \ L ditandatangani
Memberitahukan kepada Pemohon bahwa SK " SK yang telah
ditandatangani

dapat diambil

e 32—

10

Mengambil SK di Front Office

Tanda Terima SK

SK Perizinan telah
diarsipkan

Tanda Terima SK

SK Perizinan diterima

Total

6 Hari Kerja




P DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Nomor Standar Operasional Prosedur
TERPADU SATU PINTU Tanggal Pembuatan
KOTA BLITAR Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022
7 Juli 2022

. |25 Agustus 2022
. |6 September 2022

Kepala DPMPTSP
itar

Heru Eko Pramono, S.8TP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

. |1zin pada Sektor Kesehatan yang meliputi:

Keterangan Standar Optikal

Keterangan Standar Laboratorium Klinik Pratama
Keterangan Standar Laboratorium Klinik Utama
Keterangan Standar Klinik Kecantikan Estetika
Keterangan Standar Pendirian Rumah Sakit
Keterangan Standar Operasional Rumah Sakit
Keterangan Standar Operasional Apotik

J @ miho R

7

4.

5

6.

DASAR HUKUM:
1.

2.
3.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara

Elektronik;

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
jaikeo:

Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission

4. Hm,_wmw_ tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.
2.
3.

Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan
perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku | Front Office Dinas Kepala
KELENGHKAPAN TU OUTPUT
Usaha (FO) DPMPTSP | pepnis | DPMPTSP wan
Mengajukan permohonan perizinan, dilengkapi A .v Formulir Kelengkapan
1 Jdengan persyaratan yang telah ditetapkan y permohonan dan wmgom.ucﬁmb
_ Persyaratan perizinan
WV tanda terima dan
Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas _r.||-.| e Eciengiapac Ao.wcnnaﬁ
2 A O T Tidak Permohonan perizinan yang
s P perizinan dinyatakan
Ya lengkap dan sah
tanda terima dan .Mmﬂnﬁ”ﬂ“gm dan
3 Menyerahkan berkas permohonan kepada ||v dokumen perizinan vmnmmgmb e
Dinas Tekni A i
e Tl i e G
lengkap dan sah
Melaksanakan rapat dan survey pertama,
kemudian menyampaikan Rekomendasi dan
Berita Acara Pembahasan perizinan baik tanda terima dan .
diteri : B 5 AR Rekomendasi
terima, ditolak atau perlu perbaikan. Tidak dokumen perizinan g
4. M . : dan Berita Acara
elakukan survey kedua, dan menyampaikan I yang dinyatakan o
Rekomendasi dan Berita Acara Pembahasan - lengkap dan sah %
bahwa izin ditolak atau sarana kesehatan Ya
harus ditutup.
Memproses perizinan yang diterima Jumlah Retribusi
(pembuatan rancangan SK dan pengajuan SK Tidak dan Rancangan
kepada Kepala DPMPTSP) m . g 7 Hari Kerja SK atau Surat
2 . [ — Rekomendasi dan .
5 Menyampaikan pemberitahuan kepada Front | _ . Berita Acars: Pemberitahuan
* |Office untuk diteruskan kepada Pemohon | _ m Pembahasan Penolakan/Perba
apabila Perizinan perlu perbaikan dan/atau | = ikan/Penutupan
penolakan perizinan atau penutupan sarana “ _ Sarana
kesehatan | “ Kesehatan
_ | _




Surat

Front Office menyampaikan pemberitahuan Periheritabuan
6 Pemohon apabila Perizinan perlu perbaikan Penolakan/Perbaik Tanda Terima
" |dan/atau penolakan perizinan atau penutupan an/Penutupan
sarana kesehatan Sarana Kesehatan
Melakukan penandatanganan SK dan . ; lah
” menyampaikan SK yang telah ditandatangani Jumlah Retribusi mm yang te .
' lkepada staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan dan Rancangan SK ditandatangani
diteruskan kepada front office
8 Mengarsipkan SK Perizinan dan m,..ﬁ yang nomm_u. SK _u.munumﬁmb
" IMenyampaikan SK kepada Front Office ditandatangani telah diarsipkan
9 Memberitahukan kepada Pemohon bahwa SK m..mn yang ﬂ&.m&,. Tanda Terima SK
* |dapat diambil ditandatangani
. SK Perizinan
10. [Mengambil SK di Front Office Tanda Terima SK Sl
Total 7 Hari Kerja




KOTA BUTAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar Operasional Prosedur
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022
6 September 2022

Kepala DPMPTSP
Kota Blitar

l\\\']
— nr
Heru Eko Pramono, S.STP.

Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

Izin pada Sektor Lingkungan Hidup yang meliputi:
1. Izin Pembuangan Air Limbah

2. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah
B3

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4, Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara 4. Teliti, tekun dan berintegritas

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
5. Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. mmnm.nchmb BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK

SOP Pengawasan dan Pengendalian

2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

T
2.
3.

Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha
yang dimohon, berdasarkan ketentuan perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR

MUTU BAKU

NO URAIAN KEGIATAN Pelaku Front Office Dinas Kepala
ENGKAPAN WAK TPUT
Usaha (FO) DPMPTSP Telknis DPMPTSP KEL. TU ovuU
Mengajukan permohonan perizinan, _ _I ........ | Formulir permohonan Kelengkapan
1 |dilengkapi dengan persyaratan yang telah AN 7 dan Permohonan
ditetapkan m Persyaratan perizinan
4 Rl tanda terima dan
Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas R elengxap dokumen perizinan
2 permohonan perizinan Tidalk Pennphonag yang dinyatakan
perizinan
Ya lengkap dan sah
tanda terima dan tanda terima dan
3 Menyerahkan berkas permohonan kepada . i dokumen perizinan dokumen perizinan
Dinas Teknis _._ M yang dinyatakan yang dinyatakan
lengkap dan sah lengkap dan sah
|
Melaksanakan rapat dan survey, kemudian . tanda terima dan Rek T
3 menyampaikan Rekomendasi perizinan idak N dokumen perizinan mmoﬂmu bmm_ AR
baik diterima, ditolak atau perlu perbaikan A , yang dinyatakan ma:_uwroﬂm
kepada DPMPTSP | NYa lengkap dan sah .
_ 1
. _ Surat Pemberitahuan
Memproses perizinan yang diterima ; Vi, ; Penolakan Perizinan
4 (pembuatan rancangan SK dan pengajuan m,aimmm ey O S mnWoHJMMMMMMme atau Perbaikan
SK kepada Kepala DPMPTSP) ! ww.ww N a Berkas dan
Ya Rancangan SK wmmcmu.
8 Hari Kerja rekomendasi
m WENHE&%B@MHQ Surat Pemberitahuan
Menyampaikan Pemberitahuan kepada " " mﬁM Wb Umﬂmn o Penolakan Perizinan
6 |Pemohon bahwa Perizinan ditolak dan \y % W: an. a terkirim dan
menyiapkan SK bagi izin yang disetujui IR [ G men&“m.”mmﬂm”nmﬂwm Rancangan SK
rekomendasi ierasaa




Melakukan penandatanganan SK dan

menyampaikan SK yang telah
. . K ah
ditandatangani kepada staf DPMPTSP Rancangan SK M&MMW&W»E
untuk diarsipkan dan diteruskan kepada g
front office
Mengarsipkan SK Perizinan dan SK yang telah SK Perizinan telah
Menyampaikan SK kepada Front Office ditandatangani diarsipkan
Memberikan informasi kepada pemohon SK yang telah .
bahwaSKtelahterbit | | L <1 ditandatangani T AR TSR
SK yang telah

; ditandatangani dan 2o o

Mengambil SK Tanda Terima SK Perizinan diterima
Pemohon
Total 8 Hari Kerja




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Nomor Standar Operasional Prosedur
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

013/410.113/SOP/2022

7 Juli 2022
25 Agustus 2022

6 September 2022
Kepala DPMPTSP

\ M\-
Heru Eko Pramono, 8.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

Nama Standar Operasional Prosedur

1. Izin Usaha Parkir Swasta
2. Izin Usaha Kos-Kosan

DASAR HUKUM:

o R e N

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami regulasi tentang Pelayanan Perizinan

2, Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai tentang Online Single Submission (OSS)
4, Teliti, tekun dan berintegritas

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengawasan dan Pengendalian

1. ATK
2. Komputer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika tidak sesuai SOP maka pelayanan terlambat
2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
3. Prosedur dapat dilaksanakan apabila jaringan stabil

Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan
berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan

perundang-undangan




PELAKSANA / AKTOR MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN Pelaku | Front Office Dinas Kepala
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Usaha (FO) Teknis DPMPTSP
. sy . . Formulir
Mengajukan permohonan perizinan, dilengkapi Kelengkapan
3 dengan persyaratan yang telah ditetapkan + permohio dan Permohonan perizinan
P Persyaratan
X Kelengkapan tanda terima dan
Melakukan Verifikasi dan Validasi berkas A P dokumen perizinan

2 Foolh Tidak 3 Permohonan -

permohonan perizinan 1 % G bt yang dinyatakan
m Vo P lengkap dan sah
tanda terima dan tanda terima dan

3 Menyerahkan berkas permohonan kepada Dinas o ] dokumen perizinan dokumen perizinan
Teknis “ yang dinyatakan yang dinyatakan

lengkap dan sah lengkap dan sah
_
|
Melaksanakan rapat dan survey, kemudian ". tanda terima dan .
- ; i : .. Rekomendasi dan
menyampaikan Rekomendasi perizinan baik dokumen perizinan .

3 e i : : Berita Acara
diterima, ditolak atau perlu perbaikan kepada “ yang dinyatakan T
DPMPTSP _ N lengkap dan sah

| Ya
g . . . . . .C. -
emproses perizinan yang diterima (pembuatan _ Izin Usaha Humhwmﬂ Jumlah Retribusi dan
rancangan SK dan pengajuan SK kepada Kepala : V., " ; Swasta- 6 Hari
DPMPTSP) dan/atau Tidak 2N _ Rekomendasi dan Kerja Rancangan SK atau
: ) e Eam Y Berita Acara Surat Pemberitahuan
Menyampaikan pemberitahuan kepada Front | N izi
: . ! i Pembahasan Penolakan Perizinan
Office untuk diteruskan kepada Pemohon apabila i | Ya tau Perbaikan Berkas
Perizinan ditolak atau perlu perbaikan S I T
| Izin Usaha Kos-
_ Kosan - 7 Hari
| mﬁ.ﬂwﬁ Kerja
Menyampaikan Pemberitahuan kepada Pemohon ¥ m o Tanda Teri
bahwa Perizinan ditolak —— T m.wH...onw.wﬂ anda Terima
_ Perizinan atau
_ Perbaikan Berkas |




Melakukan penandatanganan SK dan
menyampaikan SK yang telah ditandatangani
kepada staf DPMPTSP untuk diarsipkan dan
diteruskan kepada front office

Jumlah Retribusi
dan Rancangan SK

Mengarsipkan SK Perizinan dan Menyampaikan L SK yang ﬁmg.
SK kepada Front Office ditandatangani
..._".
. . ; ; SK yang telah
Memberitahukan bahwa SK dapat diambil . Aftandatangsin

Mengambil SK di Front Office

Tanda Terima SK

SK yang telah
ditandatangani

SK Perizinan telah
diarsipkan

Tanda Terima SK

SK Perizinan diterima

Total 6-7 Hari Kerja
WALIKOTA BLITAR,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya SANTOSO

KEPALA BAGIAN HUKUM,

U

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008
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